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Menimbang a.

Mengingat

b.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa
dan menjamin pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa secara
lebih terintegrasi/terpa.du sesuai dengan tata nilai
pengadaan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Perakitan dan
Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat, Menunjuk Pejabat
Pengadaan barang dan Jasa yang berkedudukan di Balai
Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat yang
dibentuk dengan Surat Keputusan.
Bahwa pejabat yang narna, pangkat dan jabatanya
tercantum pada Surat keputusan ini dipandang cakap dan
mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang
dan Jasa yang berkedudukan di Balai Perakitan dan
Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab
Keuangan Negara;

4. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN);

5. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta turunannya
Perpres No 12 tahun 2O2l tentang perubahan atas Perpres
No. 16 tahun 2018;

6. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.OS|2OL2
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pel;aksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN);

7. Peraturan Menteri Pertanian No.
19/Permentan/OT.L4Ol3/2013 tentang Pedoman
Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;

8. Peraturan Menteri Pertanian No.
O 1 /Permentan/OT.O lO / 1 I 2016 tentang Unit l,ayanan
Pengadaan Barang/Jasa Unit Pelaksana Teknis
Kementerian Pertanian;

9. Peraturan Fresiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun
2024 tentang Kementerian Pertanian;
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10. Peraturan Menteri Pertanian R[ Nomor 02 Tahun 2O2S
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

11. Peraturan Menteri Pertanian R[ Nomor 10 Tahun 2O2S
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

12. Keputusan Menteri Keuangan yang tertuang dalam
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : Sp
DIPA-O 1 8 .Og .2.237 57 2 / 2A25, tanggal 2 Desembe r 2A24;

MEMUTUSKAIT

Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Balai
Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat :

Nama : Mocharrrmad Afifudin, S.TP
NIP : 198602162015031001
Pangkat/Golongan : Pengatur Tk. I (IIld)
Jabatan : Pengawas Benih Tanaman (PBT)

Terampil

T\rgas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebegai berikut:
1. Menetapkan Penyedia Barang dan Jasa untuk:

a. Pengadaan la.ngsung untuk paket Pengadaan
Barang/Pekerjaan KonstmksildanJasa lainya yang
bernilai paling tinggi Rp. a00.000.000,- ( Empat ratus juta
rupiah )

b. Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa
Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,-
(Seratus juta rupiah )

2. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen
Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa kepada PPK;

3. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa
kepada PA/KPA; dan

4. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada
PA/KPA

5. Melakukan Pengadaan Barang melalui E-Purchasing.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugasnya,
bertanggung jawab kepada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat.

Segala biaya yang diperlukan dalam peliaksanaan pekerjaan
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dibebankan kepada DIPA Balai
Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat Tahun
2425

Keputusan ini mulai ber}aku sejak tanggal ditetapkan dan
berakhir tanggal 31 Desember 2O25 dengan ketentuan bahwa
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka
Surat Keputusan ini akan dil;akukan perubahan dan diperbaiki
sebagaimana mestinya
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Ditetapkan
Tanggal

: di Malang,
: 16 Mei 2025

Kuasa

Salinan l(eputusan tni disampaitqn Kepada :
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
2. Pejabat Pembuat Komitmen.

Anggaran
dan Pengujian

dan Serat

s.P., M.P
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